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PENETAPAN

Nom or 151/Pdt.P /2017/PA.M sh

DEM i KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  M AHA ESA 

PEN GAD I LAN A G A M A  MASOHI

M em eriksa dan m engadili parkara pada tingkat pertam a dalam  palayanan terpadu 

sidang keliling di Au la  Kantor C am at Teluti dengan persidangan Hakim Tunggal telah 

m enjatuhkan Penetapan atas perkara perm ohonan Isbat N ikah yang dia jukan oleh:

TAJUDIN  PATH HA bin GALIB PATH HA, lahir di W oiu, 10-01-1986 agam a Islam, 

pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertem pat tinggai di Negeri W olu, 

Kecam atan Teluti Baru, Kabupaten M aluku Tengah, sebagai PEM OHON I; 

AFR IAN I SAHDIN  binti NAJIB  SAHDIN, lahir di Haya, 09-09-1991, agam a Islam, 

pekerjaan ibu rumah tangga, pendid ikan SLTA, bertem pat tinggai di Negeri 

W olu, Kecam atan Teluti Baru, Kabupaten M aluku Tengah, sebagai 

PEM OHON II;

Pengadilan Agam a tersebut;

Telah m em baca dan m em pelajari berkas perkara;

Teiah m endengar keterangan para Pemohon;

Te lah m em eriksa saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan sura t perm ohonan para Pem ohon tangga! 2 Agustus 2017, 

yang te iah d ida ftar di Kepaniteraan Pengaaiian Agam a M asohi dengan register perkara 

Nom or 151/Pdt.P /2017/PA.M sh, tanggal 2 Agustus 2017 m engajukan perm ohonan 

dengan alasan sebgai berikut;

1. Bahwa Pem ohon ! dan Pem ohon II te lah m elangsungkan pernikahan di Negeri W olu, 

pada hari sabtu tangga! 31 ju li 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 sya ’ban 1431 

H, dan tidak d icatatkan pada Kantor Urusan Agam a Tehoru, Kabupaten Maluku 

Tengah;
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2. Bahwa yang m enjadi w ali n ikah dalam  pernikahan Pem ohon I dan Pem ohon li 

adalah ayah kandung Pem ohon II yang bernam a najib sahdin sedangkan yang 

m enikahkan Pem ohon I dengan Pem ohon I! adalah bapak m ohtar kohunussa ;

3. Bahwa yang m enjadi saksi n ikah dalam  pernikahan Pem ohon I dengan Pem ohon II 

adalah bapak A m ir leuli dan bapak Naim Suailo;

4. Bahwa M ahar yang d iberikanoleh Pem ohon i kepada Pem ohon II berupa uang 

sejum lah R p.40.000,- d ibayar tunai;

5 Bahwa pada saat m enikah, Pem ohon I berstatus je jaka  dan an Pem ohon II berstatus 

perawan (gadis);

6. Bahwa antara Pem ohon I dan Pem ohon II tidak ada hubungan nasab, atau 

hubungan sesusuan dan hubungan sem enda;

7. Bahwa perkaw inan Pem ohon I dan Pem ohon II tidak terdapat larangan dan halangan 

perkaw inan m enurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga  tidak 

te rdapat larangan dan halangan perkaw inan m enurut syaria t Islam;

8. Bahwa sete lah m enikah, Pem ohon I dan Pem ohon II hidup rukun dan harm onis dan 

tidak pernah bercerai serta te lah dikarunia i 2 (dua) orang anak, m asing-m asing 

bernama:

8.1. Andh in i Patiiha, lahir di W olu, pada tanggal 05-11 -2010,

8.2. Ahm ad S iraji Patiiha, lahir di W olu, pada tanggal 21-09-20139;

9. Bahwa sem enjak Pem ohon I dengan Pem ohon II m enikah belum  pernah bercerai 

dan tidak pernah m endapat gugatan dari p ihak m anapun/m asyarakat tentang 

keabsahan pernikahan te rs e b u t;

10. Bahwa m aksud dan tu juan perm ohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan 

perkaw inan Pem ohon I dan Pem ohon II dan selan jutnya dapat d iterb itkan Kutipan 

Akta  N ikah oieh Kantor Urusan Agam a dan seianjutnya dapa t d igunakan untuk 

selanjutnya akan m engurus Buku Kutipan Akta  N ikah sebagai bukti keabsahan 

perkaw inan antara Pem ohon I dengan Pem ohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dali! perm ohonan Pem ohon l dan Pem ohon II tersebut 

di atas, m ohon kiranya Ketua Pengadilan Agam a M asohi cq., M ajelis Hakim  yang 

m em eriksa dan m engadili perkara ini m enjatuhkan penetapan yang am arnya sebagai 

berikut:

Primer:

1. M engabulkan perm ohonan Pem ohon I dan Pem ohon II;
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2. M enetapkan m enyatakan sah perkaw inan Pem ohon I (Taju idn Patiiha bin Galib 

Patiiha) dengan Pem ohon I! (Apriani Sahdin binti Najib sahdin) yang dilapgsungkan 

di negeri W olu  dahulu kecam atan Tehoru sekarang kecam atan T e lu if pada hari 

Sabtu tanggal 31 ju li 2010, berteptan dengan tanggal 19 sya’ban 1411 H;

3. M enetapkan, m em bebankan biaya perkara m enuru t hukum  yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika M ajelis Hakim  berpendapat lain, m ohon putusan yang seadil-ad iinya (Ex aequo et 

bono);

Bahwa pada tangga! 7 Agustus 2017, Jurusita  Pengadilan Agam a Masohi 

te lah m engum um kan perm ohonan para Pem ohon untuk m elakukan istbat nikah pada 

papan Pengum um an Pengadilan Agam a Masohi,

Bahwa pada hari sidang yang te iah ditetapkan, para Pem ohon datang 

m enghadap sendiri di persidangan, kem udian Hakim  pem eriksa perkara a quo  

m em berikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi 

para Pem ohon m enyatakan tetap pada perm ohonannya;

Bahwa kem udian d ibacakan perm ohonan para Pem ohon tersebut dalam  sidang 

yang terbuka untuk um um, yang isinya te tap d ipertahankan oleh para Pem ohon dengan 

perbaikan secara lisan sebagaim ana berita acara sidang;

Bahwa untuk m enguat dalil perm ohonannya para Pem ohon m enghadirkan dua 

orang saksi te lah diperiksa secara terpisah, m asing m asing bernam a:

1. Sahdin Tehuayo bin M ahfud Tehuayo, lahir tangga 08 Juli 1966, agam a Islam, 

pekerjaan petani, bertem pat tinggal di Negeri W olu, Kecam atan Teluti, Kabupaten 

M aluku Tengah, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut

•  Bahwa saksi kenal dengan Pem ohon I bernam a tajudin dan Pem ohon II 

bernam a afriani sebagai pasangan suam i istri;

» Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pem ohon I dengan Pem ohon II;

•  Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di negeri Woiu, pada tanggal 

31 ju li 2010;
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•  Bahwa saat pem ikahan Pem ohon I m asih je jaka dan Pem ohon II masih

perawan; /  .

•  Bahwa yang m enikahkan Pem ohon II dengan Pem ohon I bapafcTmuhktar 

kohunussa;

•  Bahwa yang m enjadi wali nikah adalah ayah kandung Pem ohon II bernama 

bapak najlb sahdin;

•  Bahwa yang m enjadi saksi nikah pada pernikahan para pem ohon adalah 

bapak am ir leuly dan bapak naim  suailo ;

•  Bahwa m ahar dalam  perkaw inan para pem ohon beupa uang 40.000. tunai;

•  Bahwa antara Pem ohon I dengan Pem ohon II tidak ada hubungan mahram  

atau sesusuan yang m em batalkan pernikahan;

•  Bahwa para Pem ohon hingga kini te lah d ikarunia i 2 orang anak;

• Bahwa hingga saat ini saksi m elihat tidak ada pihak lain yang m engganggu 

gugat rum ah tangga Pem ohon I dengan Pem ohon II;

•  Bahwa para pem ohon belum  pernah bercera i dan Pem ohon I hanya memiliki 

seorang istri yaitu Pem ohon II;

2 M una Keiya binti abdburasit keiya lah ir di W olu tanggal 02 pebruari 1970, agam a

Islam, pekerjaan ibu rum ah tangga, bertem pat tingga! di negeri W olu, Kecam atan

Teluti, Kabupaten M aluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

•  Bahwa saksi kenal dengan Pem ohon I bernam a ta jud in dan Pem ohon II 

bem am a afriani sebagai pasangan suam i istri;

•  Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pem ohon I dengan Pem ohon II;

® Bahwa pernikahan para Pem ohon dilangsungkan di negeri W olu, pada tanggal 

31 ju li 2010;

•  Bahwa saa t pem ikahan Pem ohon I masih je jaka  dan Pem ohon II masih 

perawan;

•  Bahwa yang m enikahkan Pem ohon !! dengan Pem ohon I bapak m uhktar 

kohunussa;

•  Bahwa yang m enjadi wali nikah adalah ayah kandung Pem ohon II bernama 

bapak najib sahdin;
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•  Bahwa yang m enjadi saksi nikah pada pernikahan para pem ohon adalah

bapak am ir leu ly dan bapak naim suailo ; j

• Bahwa m ahar da lam  perkaw inan para pem ohon beupa uang 40 .000 /tuna i;

•  Bahwa antara Pem ohon I dengan Pem ohon II tidak ada hubungan m ahram  

atau sesusuan yang m em batalkan pernikahan;

•  Bahwa para Pem ohon hingga kini te lah d ikarunia i 2 orang anak;

•  Bahwa hingga saat ini saksi m elihat tidak ada pihak lain yang m engganggu 

gugat rum ah tangga Pemohon I dengan Pem ohon II;

•  Bahwa para pem ohon belum  pernah bercerai dan Pem ohon I hanya m em iliki 

seorang istri yaitu Pem ohon II;

•  Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pem ohon m enyatakan 

m em benarkan dan m enerim anya;

Bahwa selanjutnya para Pem ohon m em berikan kesim pulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada perm ohonan dan bukti buktinya dan m em ohon untuk dijatuhkan 

penetapannya;

Bahwa untuk m em persingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup m enunjuk 

Berita Acara S idang yang m erupakan satu kesatuan denganpenetapan ini;

PER TIM BANG AN HUKUM

M enim bang, bahwa m aksud dan tu juan perm ohonan para Pem ohon adalah 

sebagaim ana te lah di uraikan di atas;

M enim bang, bahwa untuk m em enuhi ketentuan Pedom an Teknis Adm inistrasi 

dan Teknis Peradilan Agam a, terhadap perm ohon para Pem ohon untuk m elakukan 

sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan te lah d ium um kan pada tanggal 7 Agustus 

2017 di papan pengum um an Pengadiian Agam a Masohi;

M enim bang, bahwa selam a m asa pengum um an perm ohonan isbat nikah perkara 

tersebut, ternyata  tidak ada pihak-pihak yang m engajukan keberatan atau m erasa 

d irug ikan dengan pengum um an tersebut, dengan dem ikian hakim  m enilai perkara a quo  

te lah patut untuk diperiksa dan dipertim bangkan;

M enim bang, bahwa pada hari sidang yang telah di te tapkan para Pem ohon 

da iang m engnadap di persidangan, kem udian Hakim  perkara a quo  m em berikan
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penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para 

Pem ohon m enyatakan tetap pada perm ohonannya serta m em ohon kepada Hakim 

untuk m engistbatkan perkaw inannya;

M enim bang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huru f (a) Undang Undang Nom or 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang N om or 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nom or 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agam a bidang perkaw inan m erupakan w ewenang Peradilan Agam a, oleh karena itu 

Pengadilan Agam a M asohi berwenang m em eriksa dan m engadili perkara tersebut;

M enim bang, bahwa yang m enjadi pokok m asalah yang dia jukan oleh para 

Pem ohon adalah agar pernikahan Para Pem ohon d ite tapkan karena tidak d idaftar di 

Kantor Urusan Agam a kecam atan setem pat, sehingga tidak m em iliki buku nikah 

sebagai bukti te lah d ilangsungkannya pernikahan Pem ohon I dengan Pem ohon II, oleh 

karena itu perm ohonan tersebut te lah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

Kom pilasi Hukum  Islam;

M enim bang, bahwa m eskipun isbat nikah yang d ia jukan ke pengadilan agam a 

hanya terbatas sebagaim ana dalam  ketentuan pasal 7 ayat 3 Kom pilasi Hukum  Islam, 

nam un hal-hal yang dim aksudkan dalam  pasal dan ayat a quo  harus difaham i 

m engandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim  perkara a quo  berpendapat 

dalam  rangka m enjaga ketertiban hukum  yang m enjadi hak setiap warga negara, maka 

sepanjang pelaksanaan perkaw inannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang- 

Undang Nom or 1 tahun 1974 dan hukum  Islam, maka perkaw inan para Pem ohon dapat 

ditetapkan;

M enim bang, bahwa dalam  perkara a quo, pem ohon I berkedudukan sebagai suami 

dan Pem ohon II berkedudukan sebagai istri, m aka hakim  berpendapat para Pemohon 

sebagai subyek hukum yang m em iliki lega l s tand ing  da lam  perkara ini sebagaim ana 

d im aksudkan dalam  pasal 7 ayat 4 Kom pilasi Hukum  Islam;

M enim bang, bahwa untuk m enguatkan dalil perm ohonannya para Pem ohon telah 

m enghadirkan 2 orang saksi dan telah m em berikan keterangan di bawah sum pah pada 

pokoknya para saksi te rsebu t m engetahui pernikahan pem ohon I dengan pem ohon II, 

sta tus pem ohon I sebagai je jaka  dan pem ohon II perawan, yang m enjai wali nikah 

adalah ayah kandung pem ohon II yang bernam a najib sahdin dan m engetahu bapak
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am ir leuly dan bapak naim  suailo sebagai saksi nikah , tidak ada halangan untuk 

m enikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lainyang keberatan atas rumah 

tangganya, dengan dem ikian keterangn saksi a quo  te lah m em enuhi sya ra p o rm i! dan 

m ateril serta  te lah m endukung perm ohonan para pem ohon, oleh karena itu hakim  yang 

m em eriksa perkara a quo  berkesim pulan kesaksian tersebut d in ila i te lah m em enuhi 

unsur-unsur yang terkandung dalam  pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan 

pernikahan antara Pem ohon I dengan Pem ohon II harus d inyatakan terbukti;

M enim bang, bahwa sebelum  perkara ini d isidangkan, perm ohonan isbat nikah 

perkara tersebut te lah d ium um kan m elalui papan pengum um an Kantor Pengadilan 

Agam a M asohi selam a 14 hari, terh itung sejak tangga l 7 Agustus 2017 sam pai dengan 

tanggal 14 Agustus 2017, hal ini te lah m em enuhi m aksud sebagaim ana Buku Pedom an 

Peiaksanaan Tugas dan Adm inistrasi Peradilan Agam a;

M enim bang, bahwa seiam a m asa pengum um an, ternyata  tidak ada pihak-pihak 

yang m engajukan keberatan atau m erasa dirugikan dengan pengum um an tersebut, 

dengan dem ikian hakim  m enilai perkara a quo  te lah patut untuk d iperiksa dan 

dipertim bangkan;

M enim bang, bahwa berdasarkan pertim bangan-pertim bangan te rsebu t di atas 

te lah ditem ukan fakta hukum  bahwa pernikahan Pem ohn I dengan Pem ohon II te lah 

d ilaksanakan sesuai dengan syaria t Islam dan te lah m em enuhi rukun dan syarat sah 

nikah, sebagaim ana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sam pai pasal 

33 ayat (1) Kom pilasi Hukum  Islam, oleh karenanya perm ohonan Pem ohon I untuk 

d iisbatkan pernikahannya dengan Pem ohon II yang te lah d ilaksanakan pada tanggal 31 

ju li 201OM, di Negeri W olu Kecam atan Teluti, Kabupaten M aluku Tengah, patut untuk 

dikabuikan;

M enim bang, bahwa perm ohonan para pem ohon d ia jukan dem i adanya kepastian 

dan atau ketertiban hukum  sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 

berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkaw inan dan m engurus buku 

nikah, m aka kepentingan dim aksud oleh para Pemohon te lah se ja lan dengan maksud 

pasal 34 ayat (1) dan aya t (4) dan pasal 35 undang-undang nom or 23 tahun 2006 

tentang adm inistrasi kependudukan;
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M enim bang, bahwa ayat 1 dalam  pasai tersebut m enyebutkan ’ “perkaw inan yang 

sah berdasarkan ketentuan perundang undangan w ajib  dilaporkan oleh rfenduduk 

kepada instansi di tem pat terjad inya perkaw inan paling lam bat 60 hari sejak tanggal 

perkaw inan”;

M enim bang, bahwa ayat 4  dalam  pasai tersebut m enyebutkan “peiaporan 

sebagaim ana dim aksud dalam  pada ayat 1 d iiakukan oleh penduduk beragam a Islam 

kepada kantor urusan agam a kecam atan”;

M enim bang, bahwa sedangkan pasa! 35 huru f a m enyebutkan “ pencatatan 

perkaw inan sebagaim ana dim aksud dalam  pasai 34 berlaku juga  bagi perkaw inan 

yang dite tapkan oleh pengadilan;

M enim bang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, m aka hakim  yang 

m em eriksa perkara a quo  secara exoffic io  m em erintahkan kepada para Pem ohon untuk 

m encatatkan pernikahannya yang te lah dilaksanakan di w ilayah Kantor Urusan Agam a 

Kecam atan Teluti Kabupaten M aluku Tengah;

M enim bang, bahwa berdasarkan ketentuan pasai 89 ayat 1 Undang-Undang 

Nom or 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nom or 3 tahun 2006 

serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nom or 50 tahun 2009, seluruh biaya 

yang tim bul akibat perkara ini d ibebankan kepada para Pemohon;

M engingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan 

hukum  syara ’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENETAPKAN;

1. M engabulkan perom ohonan para Pemohon;

2. M enyatakan sah pernikahan Pem ohon I (Tajudin Patiiha Bin G alib Patiiha) dengan 

Pem ohon ii (A friani Sahdin Binti Najib Sahdin) yang dilangsungkan di Negeri W olu 

Kecam atan Teluti, Kabupeten M aluku Tengah pada tanggal 31 ju li 2010;

3. M em erintahkan Pem ohon I dan Pem ohon !! untuk m encatatkan pem ikahannya di 

Kantor Urusan Agam a Kecam atan Teluti, Kabupaten M aluku Tengah;

4. Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah 

Rp 91.000- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
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Demikian penetapan ini dijatuhkan di Teluti pada hari Selasa tanggal 29 

Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1438 Hijriyah. oleh 

BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa 

perkara a quo dengan dibantu oleh Hj. SITTI PATTY, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

RINCIAN B IA Y A :

1. Pendaftaran

2 Biaya proses

3 Redaksi

4 Meterai

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 5.000.-

Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9


